BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMORY 7 f TAHUN 2019

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI D] WILAYAH KABUPATEN CILACAP

Memmbang

Mengings)

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
MNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah, menyebutkan bahwa Objek Pajak Penerangan Jalan
adalah penggunaan tenago listrik, baitk vang dihasilkan sendir
maupun vang diperoleh dan sumber lain;

bhahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3] Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Maomar 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
MNaecrah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa harga
satuan listrik dalam hal tenapga listrik  dihasilkan  sendin
termasuk nilai jual tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik
vang berlaku untuk PLN;

bahwa berdasarkan pertimbangan  scbapaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Atas Penggunaan
Tenaga Listrik yang Dibasilkan Sendiri di Wilayah Kabupaten
Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tenpah [Berita Negara Republik Indonesia Tabon 1950 Nomor
42,

Undanp-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Hetribusi Dacrah [Lembaran Negara Hepublik Indoness
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana iclah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 5887)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noemor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap [Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
[Lembaran Daerah Kabupalen Cilacap Tahun 2018 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten Cilacap Nomor 167);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomoer 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 134);

Peraturan Daecrah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :
NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS FENGGUNAAN TENAGA
LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DI WILAYAH KABUPATEN
CILACAP.

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Cilacap. )
Pemerintah Daerah adalah Bupati scbapgai unsur penyelenggara Pemerintahan
Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik vang melakukan usaha maupun yang tidak rm-.lnln.lkan_ usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perscroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, lirma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
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perschkutuan, perkumpulan, VAYARAT, OrgaAnisasi massa, organisasl  sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektil dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penerangan Jalan, yang sclanjutnya disebut pajak atas pengeunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dar
sumber lain,

Penggunaan tenaga listrik/energi adalah pemakaian dan atau beban tenaga
listrik fenergi.

PLN adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Arca Pelayanan Jaringan
(APJ) yang memiliki wilayah pelayanan di Kabupaten Cilacap.

Nilai jual tenaga listrik/energi adalah nilai jual tenaga listrik/energi yang
berlaku di wilayah Kabupaten Cilacap dan dijadikan dasar penpenasn Pajak
Penerangan Jalan, dinyatakan dalam rupiah, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Harga satuan listrik/energi adalah harga satuan  penggunaan  tenaga
listrik /energi per kWh vang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu
komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik fenergi.

Alat ukur adalah suatu alat ukur penggunaan ienaga listrik yang dikenal
dengan sebutan meteran, yang menunjukan angka dalam satuan kWh.

BAB Il
OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik/energi yang dihasilkan sendiri untuk
keperluan industri dan niaga/bisnis oleh orang pribadi maupun Badan, sebagai
lenaga pembangkit utama maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun
tidak/ belum tersambung dengan daya PLIN.

(1)

B

(<)
[3)

(4)

()

(&)

Pasal 3

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga
listrik /energi dari pembangkit milik sendiri.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga
listrik/energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

BAB I
PENGHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 4

Nilai jual tenaga listrik/energi untuk penggunaan ulama adalah besarnya
biaya pemakaian, dihitung dalam rupiah.

Biava pemakman dihitung berdasarkan kapasitas daya dan lamanya wakiu
pengeunaan atau taksiran penggunaan listrik/energi.

Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka
rilal jual tenaga histrik/energt dihitung secara akumulasi.

Penetapan harga satuan listrik/energi terdiri dari 2 jenis, yaitu ;

g, taril tenaga listrik untuk keperiuan bisnis;

b. taril tenaga listrik untuk keperiuan industri,

Penetapan harga satuan listrik/energi sebapaimana dimaksud pada ayat (4)
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Harga satuan listrik/energi sebagaimana dimaksud pada ayal (5) sewaktu-
waktu dapat berubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 3

Untuk tenaga listrik/energi yanpg berasal dari alat pembangkit sendiri dengan
;neimiangh?r]ﬁlt e periiitungan biaya pemakaian sama dengan hasi
F . A pemalkaian tenaca  listrik /e :

listrik/energi. ga listrik/energl dengan harga satuan

Pasal 5

Untuk tenaga listrik/encrgi vang berasal dari alat pembangkit sendin dengan tidak

memasang alat ukur, maka perhitungan bia i aliek s
rumusan sebagai berikut : & ya p B dengan

Biayva Pemakaian = kVA x FD x Jam Nvala x

kVA
FD

Kapasitas Daya

Faktor Daya, yakni tolak ukur dalam bentuk angka, vang digunakan

untuk mengatur tingkat kemampuan alat Pembangkit Listrik/energi

dalam menghasilkan tenaga listrik/energ, ditetapkan sebesar 0,85.

Jam Nyala=  Jam Nyala penggunaan listrik Jenergl perbulan berdasarkan hasil
pendataan (1 bulan dihitung 30 hari)

Rp/kWh = Harga satuan listrik/energi per KWh yang dihitung dalam rupiah.

Pasal 7

Apabila _ Pengguna lenaga listrik keberatan atas taksiran perhitungan biayva
pemakaian, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memasang alat ukur sesual
dengan standar yang ditetapkan oleh PLN,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik/Energi Atas Penggunaan
Tenaga Listrik/Energi vang Berasal Dari Bukan PLN [Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupau
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

TATTO SUWARTO PAMULI
Diundangkan di Cilaca
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI CILACAF
HHMDR'&? 5 TAHUN 2019

TENTAN

NILAl JUAL TENAGA LISTRIK ATAS
PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG
DIHASILKAN SENDIRI DI WILAYAH
KABUPATEN CILACAP

A. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

) M| AEGULER
NO | D | EATASDAYA [ g pepan | BIAYA PEMANAIAN (Rprkith) CAN BIAYA KVATh)
[Rpdvaioulan)
v | Bmm ABO VA i A0 Boak | 0 5.d. 30 KWh 254
Baak 1| di ates 340 KW 420
Silak | i wd, 10 KWh 420
2 | B-1TR Q00 VA, 26,500 —_—— &1 sius 408 AR 485
3 | BATR 1.300 WA ) B9
3 | g | RSN I 1.100
5 B.2fTA &.800 l':::':d 200 - 1 952
Blok WEBF = Kx 1.0E3
g B-3TM i atms 20 kA *} Bk LWEBP = 1.020
kW = LT
Catwian °
*}  [Htaraphan Rekening Minmum (A
AM1 = 40 {Jam Kyala) & Caya tersambung YA} = Baya Famakalan
**y  Duerapkan Rekening Mirimum (Ak)
AMZ = 40 {Jam kyala} x Daya lerzambung (WA} & Biaya Pemakaian LWEP
Jam myala  WwWh per bullin eDagl dengan kWA tersambiung
*04)  Bugya kelebhan pernaksian daya raaklif (kWA diketakan dalom hal tskice daya rate-rala satiap
bulan kurang dan (f BS (detapan puluh lima per seratus|
B Fakior pebandingan aniars harga WES dan LWEP sesuai dengan karakisnsiik beban sisiam
Kekginkan ssbampss (14 £ K 3], diteiapkan oleh Direks) PT Parusahaan Listik Negara (Parsarg)
WwWae ‘Wakiu Baban Puncak
LAER Lidar Wakju Beban Puncal




B. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTR]

no | BOL e REGULER
L
TARIF OAYA BIAYA BEBAN BIAYA PEMAKAIAN (RpmWh) DAN BIAYA Kyarh
| (Rp/k\arbutan) [Redhvark)
; TR T e Blok| . 0sd 30kWh 160
Slok 1l di atas 30 kilh 355
R e s e Eilok | Ded 72 kWh ETT
n Biok il : i afas 72 kWh 405
| 3 1-1TR 1.300 Wi, S 530
4 1-4/TR 2.200 VA 1 2e0 -
5 TUTR | 2.500 VA 5.4, 14 kVA 3 1112
4 a4 Blok WBP =  Kxor2
y i mlas =d 200 -
8| ¥R kWA ! e " ]
KVAfh = 1087 =
Bliok WBP =  Kx1.115
T | 1amm o atas 200 KA - e = LTS
H.I:Arh El 1.200 i |
B 1<4TT | 30,000 AWA ke atas ) S m;mp AN = 1104 *+e)
Calatan ;

4 Diterzpkan Rakaning Minimum (R
RMT = 40 {Jam Myala) x Diaya tersambiung (ki) x Biaya Pemakman
=) Ditetapian Rokaning Menimum (R
RM2 = 40 (Lam Nyala) x Days tersambung (AVA] x Biave Pomakaian LivaP
ses Dilarapkan Rekensng Minimum (Ri)
FME = 40 {Jarm Nyala) x Daya lersambung (kKVA) x Baya Pemakai@n WEP don LWES
Jam nyala ;| kWh par bulan aBagl dengan KVA tersambung
sersy  Bilya kelebinan pamakaian daya reaklif (kVarh} dikenakan dalam hal faklar daya rata-rala seliap
bulan kurang den 0.85 [delapan puluh lima ger seralus)

K : Faklar perbandingan arara harga WEP gan LWEP sesusi dengan karaktonstik beban sisiem
kelisirikan setempat (1.4 2K 2 2). diletapkan oleh Direksi PT Parusahaan Lisirk Negara [Parserg)
WEF - 'Wakiu Baban Puncak
Luar Waktu Baban
LwER Puncak

BUPARICILACAP,

TATTO 8 RTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 20 SEP 919
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